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ABSTRAK 
 

 

 

IMPLEMENTASI PRINSIP EQUITY DALAM MENINGKATKAN 

PELAYANAN ADMINISTRATIF DI DESA BRAJA ASRI (Studi Perda 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik) 

 

 

 

Oleh 

 

 

AYU NADILA NURSABRINA 

 

 

Pelayanan publik yang adil merupakan salah satu indikator penting dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif, termasuk di 

tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip 

equity dalam meningkatkan pelayanan administratif di Desa Braja Asri, 

Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 

2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

serta berlandaskan teori Social Equity George Frederickson yang menekankan 

empat indikator utama, yaitu keadilan prosedural, akses yang setara, kualitas 

layanan yang merata, dan hasil pelayanan yang adil. Data penelitian diperoleh 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur desa, BPD, 

serta masyarakat sebagai penerima layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penerapan prinsip equity belum berjalan optimal; prosedur pelayanan formalnya 

sama bagi seluruh warga, namun praktiknya masih dipengaruhi kedekatan 

personal, kedisiplinan aparatur, serta lemahnya pengawasan. Kesetaraan akses 

relatif baik, tetapi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas 

belum sepenuhnya terlayani. Kualitas layanan belum merata karena masih 

terdapat diskriminasi, sementara hasil pelayanan tidak konsisten. Faktor 

penghambat meliputi keterbatasan sarana prasarana, lemahnya mekanisme 

pengawasan, serta budaya diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan 

kapasitas aparatur, inovasi pelayanan inklusif, serta penguatan pengawasan agar 

prinsip equity benar-benar terwujud dalam pelayanan publik di desa. 

 

Kata Kunci: Kesetaraan Keadilan, Pelayanan Publik, Administrasi 

Kependudukan, Desa Braja Asri 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EQUITY IN IMPROVING 

ADMINISTRATIVE SERVICES IN BRAJA ASRI VILLAGE (A Study of 

East Lampung Regency Regional Regulation Number 03 of 2015 on the 

Provision of Public Services) 

 

 

By 

 

 

AYU NADILA NURSABRINA 

 

 

Equitable public service is one of the key indicators in realizing responsive and 

inclusive governance, particularly at the village level. This study aims to analyze 

the implementation of the principle of equity in improving population 

administrative services in Braja Asri Village, East Lampung Regency, based on 

Regional Regulation Number 03 of 2015. This research employed a qualitative 

method with a descriptive approach, using George Frederickson’s Social Equity 

theory, which emphasizes four main indicators: procedural fairness, equal access, 

equal quality of services, and equitable outcomes. Data were collected through 

interviews, observations, and documentation involving village officials, the 

Village Consultative Body (BPD), and the community as service recipients. The 

findings indicate that the implementation of the equity principle has not been fully 

optimal. Although service procedures are formally standardized for all residents, 

in practice they are still influenced by personal closeness, lack of discipline 

among officials, and weak supervision. Equal access is relatively adequate, yet 

vulnerable groups such as the elderly and persons with disabilities are not fully 

served. The quality of services is uneven due to discriminatory practices, and 

service outcomes remain inconsistent. The main obstacles include limited 

infrastructure, weak monitoring mechanisms, and discriminatory cultural 

practices. Therefore, strengthening the capacity of village officials, developing 

inclusive service innovations, and reinforcing supervision are necessary to ensure 

that the principle of equity is truly realized in public services at the village level. 

 

Keywords: Equity, Public Service, Population Administration, Braja Asri Village 

Development 
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“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
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“Mungkin kamu tidak seberuntung orang lain, tapi orang lain belum tentu sekuat 
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“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 

pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 

melewatkanku” 
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ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun 

saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan 

menggenggam tangan siapa. Tetapi, seperti yang dikatakan Bj Habibie 

“Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya 

yang dapat”. 



 

25. Last but not least, kepada wanita yang memiliki impian besar namun 

terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu diriku sendiri, nadil. Terima 

kasih telah bertahan di tengah tekanan, saat pikiran terasa penuh dan 

langkah terasa berat. Empat tahun ini adalah perjalanan tentang belajar 

menerima ketidaksempurnaan, tentang berdamai dengan proses, dan 

bagaimana tumbuh melalui rasa sakit. Kamu pernah lelah, pernah merasa 

tidak cukup, dan meragukan kemampuan diri sendiri. Namun, di tengah 

semua itu kamu tidak berhenti. Tidak semua perjuangan terlihat, tidak 

semua luka bisa diceritakan. Setiap halaman yang telah tersusun adalah 

saksi dari setiap doa-doa dalam keheningan, air mata yang jatuh tanpa suara, 

dan harapan yang terus kamu jaga. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas 

kinerja pemerintahan (Ali & Saputra, 2020). Penilaian kinerja pemerintahan oleh 

masyarakat dapat dilakukan melalui penilaian langsung terhadap kualitas pelayanan 

publik yang diterima. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan publik dirasakan oleh 

masyarakat, tanpa membedakan. Tercapainya penyelenggaraan kualitas pelayanan 

publik yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel turut meningkatkan persepsi 

positif masyarakat (Irfani dkk., 2021). Sehingga diperlukan implementasi layanan 

publik, sebagai upaya yang sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan 

penyediaan kebutuhan dasar dan kebebasan sipil bagi seluruh masyarakat. Hal ini 

dilakukan dengan mengikuti pedoman yang bertujuan untuk memuaskan penerima 

layanan. 

Pelayanan publik merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif. Dalam konteks negara 

berkembang seperti Indonesia, pelayanan publik tidak hanya menjadi ukuran 

keberhasilan birokrasi, tetapi juga refleksi dari hadirnya negara di tengah 

masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat vital adalah pelayanan 

administrasi kependudukan, yang mencakup penerbitan dokumen seperti Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan lainnya. 

Pelayanan ini menjadi pondasi penting dalam pemenuhan hak-hak sipil masyarakat, 

serta sebagai syarat administratif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan 

ekonomi (Dwiyanto, 2016). 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai regulasi 

utama yang mengatur penyelenggaraan layanan publik di Indonesia. Undang- 

undang ini mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara layanan publik, baik 

pemerintah  maupun  pihak  swasta  yang  menyelenggarakan  layanan  bagi 
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masyarakat, harus memiliki standar pelayanan yang jelas, sistem pengawasan yang 

ketat, serta mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, 

regulasi ini juga mengatur sanksi bagi instansi yang tidak memenuhi standar 

pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

layanan secara berkelanjutan. Akan tetapi, implementasi regulasi ini masih 

menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapan di setiap 

daerah. 

Menurut The Global Economy tahun 2019, kualitas layanan publik Indonesia 

menempati peringkat 82 dari 176 negara (Kemenkeu, 2019). Peringkat ini 

mencerminkan masih banyaknya tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan 

layanan publik di Indonesia, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan 

efektivitas birokrasi. Kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas layanan. Rendahnya 

transparansi sering kali dikaitkan dengan birokrasi yang tidak efisien dan adanya 

praktik korupsi yang menghambat implementasi kebijakan publik yang efektif. Hal 

ini semakin diperparah dengan tingginya tingkat korupsi dalam berbagai sektor 

pelayanan publik, termasuk sektor kesehatan dan administrasi kependudukan, yang 

berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

(Azam & Bouckaert, 2024). 

Lampung Timur, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, memiliki 

peran penting dalam menerapkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

provinsi. Sebagai daerah yang terus berkembang, Lampung Timur harus 

menyesuaikan kebijakan pelayanan publik dengan kebutuhan lokal yang beragam, 

seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah (perda) Kabupaten Lampung Timur 

Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam konteks 

ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berfokus pada implementasi dan 

pengawasan pelayanan publik yang sesuai dengan undang- undang yang telah 

dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi Lampung (Pemerintah Kabupaten Lampung 

Timur, 2015). Salah satu indikator utama dalam pelaksanaan pelayanan publik yang 

sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur adalah 

kesamaan hak dan keadilan. Indikator ini menegaskan bahwa setiap warga negara 

memiliki hak yang setara dalam mengakses layanan publik tanpa adanya 
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diskriminasi, sehingga pelayanan yang diberikan harus berlandaskan asas keadilan 

dan inklusivitas. 

Sejalan dengan hal tersebut, United Nations Development Programme (UNDP) 

(1997) menekankan bahwa keadilan merupakan salah satu indikator kunci dalam 

prinsip pelayanan publik. Konsep keadilan dalam pelayanan publik mengacu pada 

upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk kelompok rentan, 

memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar yang disediakan oleh 

pemerintah. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan yang tidak 

hanya efektif dan efisien, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat 

secara menyeluruh. Penerapan prinsip equity dalam pelayanan publik di tingkat 

desa merupakan aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang responsif 

terhadap kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang beragam. Prinsip equity 

menekankan pada pemerataan akses, kesempatan, dan manfaat dari berbagai 

layanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga tidak ada kelompok masyarakat 

yang merasa terpinggirkan atau dirugikan (Susanto, dkk 2024). Di tingkat desa, 

implementasi prinsip ini menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik desa 

yang sangat beragam, baik dari segi kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun 

infrastruktur. 

Pentingnya penerapan prinsip equity ini juga terletak pada upaya pemerintah desa 

untuk menanggulangi kesenjangan yang ada, baik dalam hal fasilitas umum, 

pendidikan, maupun kesempatan ekonomi. Pemerataan pelayanan publik di Desa 

Braja Asri membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap perbedaan kondisi 

geografis, budaya, dan ekonomi antarwarga desa. Akan tetapi, pada pelaksanaan 

pelayanan publik di Desa Braja Asri, khususnya dalam aspek pelayanan 

administratif, masih menunjukkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis saat meninjau 

proses pelayanan administratif di kantor desa, ditemukan adanya praktik 

diskriminatif yang membedakan masyarakat berdasarkan status sosial. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya 

mengacu pada prinsip equity. 
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Hasil observasi tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan masyarakat 

setempat yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2025. Dalam wawancara 

tersebut, masyarakat mengungkapkan bahwa dalam praktik pelayanan publik masih 

terjadi perbedaan perlakuan berdasarkan kedekatan dengan aparat desa. Warga yang 

memiliki hubungan lebih dekat dengan perangkat desa cenderung mendapatkan 

pelayanan yang lebih baik dibandingkan warga lainnya, sehingga mengakibatkan 

adanya diskriminasi dalam pelayanan. Praktik diskriminasi dalam pelayanan publik 

yang masih terjadi di Desa Braja Asri mencerminkan adanya ketimpangan dalam 

akses terhadap layanan administratif. Budaya lokal yang masih memandang status 

sosial sebagai tolok ukur dalam interaksi pelayanan publik turut memperkuat 

ketidakadilan dalam proses pelayanan. 

Kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang diatur 

dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung 

Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Regulasi 

tersebut menegaskan bahwa salah satu indikator utama dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik adalah prinsip kesamaan dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, 

implementasi konsep kesamaan dan keadilan dalam pelayanan publik di Desa Braja 

Asri masih belum optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Oleh karena itu untuk menguraikan masalah tersebut peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian yaitu “Implementasi Prinsip Equity dalam 

Meningkatkan Pelayanan Administratif di Desa Braja Asri (Studi Perda 

Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah 

dalam penelitian ini menjadi dua pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi prinsip equity dalam meningkatkan pelayanan 

administratif di Desa Braja Asri (Studi Perda Kabupaten Lampung Timur 

Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik)? 
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2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam memastikan 

pelayanan administratif yang adil dan setara tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk menganalisis implementasi prinsip equity dalam meningkatkan 

pelayanan administratif di Desa Braja Asri (Studi Perda Kabupaten Lampung 

Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik). 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah 

dalam memastikan pelayanan administratif yang adil dan merata. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan manfaat yang diperoleh dari penelitian ketika tujuan 

penelitian tercapai. Manfaat yang dapat dirasakan ketika tujuan penelitian ini 

tercapai dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan sumber referensi 

dalam penelitian karya ilmiah di bidang ilmu administrasi negara terkait 

implementasi prinsip equity dalam meningkatkan pelayanan administratif di 

Desa Braja Asri. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan informasi dan 

sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel di dalam penelitian 

yaitu menganalisis implementasi prinsip equity dalam meningkatkan pelayanan 

administratif di Desa Braja Asri. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan 

topik yang diangkat guna memperkuat landasan ilmiah dan memperluas wawasan 

penelitian. Tinjauan terkait penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai pijakan 

teoritis dan membantu mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat diisi oleh 

penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk 

tabel: 

 

Tabel 1. Penelitian terdahulu 

No Nama dan Judul 

Penelitian 

 

 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1. Muda dkk,. 

(2023). Implementasi 

Prinsip  Good 

Governance 

Responsivitas Dalam 

Meningkatkan 

Pelayanan Publik Pada 

Kantor Kantor Camat 

Lingga   Bayu 

Kabupaten Madina 

 

 

 

 

 

2. Hamim dkk, (2022). 

Implementasi 

Pelayanan Publik Di 

Kantor Desa Lito 

Kecamatan Paguyaman 

Pantai. 

Penelitian ini berfokus 

pada implementasi prinsip 

Good Governance 

khususnya  prinsip 

responsivitas     dalam 

meningkatkan  pelayanan 

publik, melihat  sejauh 

mana sikap dan komunikasi 

petugas    terhadap 

masyarakat,     serta 

mengidentifikasi 

kekurangan yang   ada 

dalam pelaksanaannya. 

 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan 

memberikan gambaran 

tentang Implementasi 

Pelayanan Publik Di 

Kantor Desa Lito 

Kecamatan Paguyaman 

Pantai. Fokus dalam 

penelitian ini adalah 

mengetahui pemahaman 

masyarakat, penyediaan 

sarana prasarana, dan 

proses pelayanan. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi prinsip 

responsivitas dalam pelayanan 

publik belum optimal dan masih 

terdapat beberapa kekurangan. 

Secara umum, prinsip 

responsivitas sudah diterapkan 

oleh petugas, terutama melalui 

sikap dan komunikasi yang baik 

kepada masyarakat. Indikator 

yang dinilai mencakup 

keramahan, kesopanan, 

keadilan, dan kejelasan 

berbicara yang berada pada 

kategori cukup baik. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi pelayanan 

publik di Kantor Desa Lito 

Kecamatan Paguyaman Pantai 

belum berjalan optimal. Dari 

aspek pemahaman masyarakat, 

masih rendahnya pengetahuan 

warga mengenai prosedur dan 

pentingnya pelayanan publik 

menyebabkan pelayanan tidak 

maksimal. Pada aspek 

penyediaan sarana dan 

prasarana,  kondisinya  sangat 

 rendah karena pemerintah desa  
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3. Anggraini dkk, (2025). 

Implementasi 

Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Melalui 

SistemInformasi 

Administrasi 

Kependudukan 

(SIAK)(Studi 

Penelitian Pada Dinas 

Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota 

Semarang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini berfokus 

pada evaluasi efektivitas 

implementasi  Sistem 

Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) 

dalam pelayanan 

administrasi kependudukan 

di Kota Semarang 

berdasarkan prinsip-prinsip 

Good Governance meliputi 

partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan 

keadilan. 

belum menyediakan fasilitas 

yang memadai untuk 

mendukung kelancaran 

pelayanan. Sementara itu, dari 

aspek proses pelayanan, hasilnya 

kurang memuaskan akibat 

adanya berbagai faktor 

penghambat, baik dari kinerja 

aparatur maupun situasi dan 

kondisi yang tidak mendukung 

jalannya pelayanan. Secara 

keseluruhan, ketiga aspek 

tersebut menunjukkan perlunya 

perbaikan menyeluruh agar 

pelayanan publik di Kantor Desa 

Lito dapat terlaksana secara 

efektif dan berkualitas. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan SIAK berhasil 

meningkatkan   efisiensi 

pengelolaan data, mempercepat 

proses pelayanan, dan 

menghasilkan data akurat secara 

real-time. Prinsip partisipasi dan 

transparansi dinilai cukup 

optimal melalui keterlibatan 

pegawai dan keterbukaan 

informasi,  sementara 

akuntabilitas terlaksana dengan 

baik melalui prosedur kerja yang 

jelas dan monitoring rutin. 

Namun, prinsip keadilan masih 

terkendala keterbatasan 

infrastruktur dan kesenjangan 

akses teknologi di wilayah 

terpencil. Oleh karena itu, 

penelitian merekomendasikan 

peningkatan sosialisasi manfaat 

SIAK kepada masyarakat serta 

mempertahankan    layanan 

manual untuk menjangkau 

kelompok yang sulit mengakses 

teknologi digital. 
 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025) 

 

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu diatas, penelitian yang dilakukan peneliti 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan 

penelitian terletak pada bagaimana cara menganalisis penerapan prinsip-prinsip 

dalam pelayanan publik khususnya prinsip-prinsip good governance, yang 

mencakup transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Persamaan ini relevan 

dengan penelitian penulis yang juga berfokus pada penerapan prinsip equity atau 

keadilan dalam pelayanan publik. Namun, penelitian terdahulu lebih menekankan 



8 
 

 

 

pada aspek umum dari prinsip-prinsip good governance dan dampaknya terhadap 

kualitas pelayanan, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada prinsip equity yang 

berfokus pada keadilan distribusi sumber daya dan akses layanan bagi seluruh 

lapisan masyarakat di Desa Braja Asri. 

 

2.2 Tinjauan Pelayanan Publik 

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik memiliki 

kewajiban memenuhi hak dan melayani kebutuhan masyarakat, sesuai amanat 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian pelayanan 

publik yang berkualitas merupakan hakekat dari perwujudan kewajiban aparatur 

negara yang harus dilaksanakan. Pelayanan publik dapat dikategorikan dalam 

berbagai bentuk pertama yaitu, administrasi, pelayanan ini terkait kependudukan 

dan perizinan. Kedua, pelayanan barang, seperti penyediaan insfrastruktur, sarana 

dan prasarana. Ketiga adalah pelayanan jasa yang meliputi kesehatan, pendidikan, 

lingkungan dan lain-lain. 

Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, di satu sisi pemerintah bertindak 

sebagai regulator yang mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku guna 

terwujudnya penyelenggaraan publik yang berkualitas, efektif, efisien dan 

profesional, bebas dari sikap dan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah berupa 

peraturan daerah. Sedangkan di sisi lain pemerintah bertindak sebagai pelayan 

masyarakat (public service) selaku pengguna layanan. Sementara masyarakat 

memiliki hak atas pelayanan publik dari pemerintah atau negara karena telah 

memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Salah satu bentuk pelayanan publik 

yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara yang 

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik 

yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah, korporasi serta lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk melaksanakan kegiatan 

pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan 

publik. (Perda Lampung Timur, 2015). Menurut Lembaga Administrasi Negara 

Indonesia dalam buku strategi peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2006, 

mengatakan bahwa pengertian pelayanan publik, berdasarkan jenis pelayanan yang 

disediakan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, pelayanan publik yang 

penyelenggaraannya dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan 

swasta akan tetapi kewajiban utama ada di pemerintah, misalnya pelayanan 

pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan perhubungan dan lain-lain. Kedua 

pelayanan publik yang hanya dikelola oleh pemerintah pada umumnya. Jenis 

pelayanan ini lebih bersifat pengaturan, seperti berbagai bentuk pelayanan 

perizinan. 

Pelayanan publik memiliki dua makna penting yakni pelayanan terhadap kebutuhan 

warga negara atau masyarakat dan pelayanan publik sebagai tugas dan kewajiban 

dari pemerintah atau negara. Berdasarkan kedua aspek tersebut maka pelayanan 

publik sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus 

segala sesuatu sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, aparatur 

pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan- 

aturan yang berlaku (Ulum, 2018). Pelayanan publik adalah segala sesuatu yang 

disediakan oleh pemerintah atau kecuali secara kolektif dalam rangka memenuhi 

kesejahteraan sosial seluruh masyarakat (Mulyadi, 2016). Sedangkan pengertian 

pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Berdasarkan berbagai definisi dari para ahli, secara umum pelayanan publik 

dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik 

sendiri maupun bersama pihak swasta, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat terhadap barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Persamaan 

utama dari definisi-definisi tersebut terletak pada fokus terhadap pemenuhan 
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kebutuhan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban negara, serta 

pelaksanaan pelayanan yang harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. Dalam konteks penelitian ini, definisi-definisi tersebut menegaskan 

pentingnya prinsip equity atau keadilan dalam pelayanan publik di masyarakat desa, 

di mana pelayanan tidak hanya tersedia, tetapi juga harus merata, adil, dan mampu 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. 

 

2.2.1 Asas Pelayanan Publik 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang 

professional, Perda Kabupaten Lampung Timur (2015) mengemukakan asas-asas 

dalam pelayanan publik tercermin dari: 

a) Kepentingan umum 

b) Kepastian hukum 

c) Kesamaan hak 

d) Keseimbangan hak dan kewajiban 

e) Keprofesionalan 

f) Partisipatif 

g) Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif 

h) Keterbukaan 

i) Akuntabilitas 

j) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k) Ketepatan waktu 

l) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

m) Konsistensi. 

 

 

2.2.2 Standar Pelayanan Publik 

Standar pelayanan publik merupakan ukuran yang telah ditetapkan dan di lakukan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan 

penerima pelayanan. Dalam menentukan suatu standar pelayanan pada organisasi 

pemerintah harus memiliki berbagai jenis bentuk aturan yang ditetapkan untuk 

mencapai pelayanan yang baik. Mukarom dan Laksana (2015) menyatakan bahwa 
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standar pelayanan publik yang dapat diterapkan oleh pihak penyelenggara adalah 

sebagai berikut: 

1) Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan merupakan hal yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan masyarakat. 

2) Waktu penyelesaian 

Waktu penyelesaian merupakan hal yang telah ditetapkan sejak saat pengajuan 

permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan 

masyarakat. 

3) Biaya pelayanan 

Biaya pelayanan adalah hal termasuk dalam rincian yang telah ditetapkan 

dalam proses pemberian pelayanan. 

4) Produk pelayanan 

Produk pelayanan merupakan hasil pelayanan yang diterima oleh masyarakat 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah. 

5) Sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 

yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 

diperlukan masyarakat. 

 

2.2.3 Ruang Lingkup Pelayanan Publik 

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan 

dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, BUMD 

dan swasta. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur (perda) Nomor 03 Tahun 2015 antara 

lain: 

1) Pelayanan administratif 

Pelayanan administratif adalah tindakan administratif pemerintah daerah yang 

diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam 



12 
 

 

 

rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, 

dan harta benda warga negara serta tindakan administratif oleh instansi non 

pemerintah yang diwajibkan oleh negara berdasarkan perjanjian dengan 

penerima pelayanan. Pelayanan administratif menghasilkan berbagai bentuk 

dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan 

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, akte kematian, Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda 

Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, 

sertifikat kepemilikan atau penguasaan tanah dan sebagainya. 

2) Pelayanan barang publik 

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Perda Lampung Timur 

Pasal 5 ayat (2) Adalah pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari APBN atau APBD. Pengadaan dan penyaluran barang publik 

yang dilakukan oleb suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau 

selurubnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang 

dipisabkan, dan pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya 

tidak bersumber dari APBN dan APBD atau badan usaba yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara 

dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediannya menjadi misi 

negara. Bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik tersebut misalnya 

jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. 

3) Pelayanan jasa publik 

Pelayanan jasa publik yaitu penyediaan atas jasa publik oleh instansi 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dana nya bersumber dari APBN atau 

APBD. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara 

dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan penyediaan jasa publik yang 

pembiayaannya tidak bersumber dari APBN/APBD atau badan usaha yang 

modal pendiriannya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah 
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yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk pelayanan jasa yang dibutuhkan 

oleh publik misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan 

transportasi, pos dan sebagainya. 

 

2.3 Prinsip Equity dalam Pelayanan Publik 

Secara etimologis, istilah equity berasal dari bahasa Latin yaitu aequitas, yang 

berarti "kesetaraan", "keadilan", atau "keadilan yang seimbang", yang berakar dari 

kata aequus yang berarti "rata", "seimbang", atau "adil". Dalam perkembangan 

bahasa Inggris Kuno, equity kemudian merujuk pada prinsip moral yang 

menekankan perlakuan adil dan tidak memihak terhadap semua individu, serta 

memberikan apa yang menjadi hak seseorang berdasarkan kondisi dan 

kebutuhannya. Dalam konteks pelayanan publik, equity atau keadilan sosial 

merujuk pada prinsip distribusi layanan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif 

terhadap semua warga negara. 

Equity atau keadilan dalam konteks pelayanan publik di tingkat desa dapat 

dimaknai sebagai suatu upaya sistematis untuk menjamin terpenuhinya hak seluruh 

warga masyarakat secara setara. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu, 

tanpa membedakan latar belakang sosial, kondisi ekonomi, gender, maupun 

keterbatasan fisik, berhak memperoleh akses yang adil terhadap layanan publik 

yang diselenggarakan pemerintah desa. Penerapan prinsip equity tidak hanya 

berorientasi pada pemerataan akses, tetapi juga memperhatikan kebutuhan spesifik 

kelompok rentan. Kelompok tersebut antara lain perempuan, anak-anak, 

penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin yang kerap menghadapi hambatan 

lebih besar dalam mengakses pelayanan. Oleh karena itu, penyelenggaraan 

pelayanan publik yang berbasis equity menuntut adanya kebijakan dan praktik yang 

responsif, inklusif, serta adaptif terhadap perbedaan kebutuhan masyarakat desa. 

Dengan demikian, keadilan dalam pelayanan publik bukan hanya sebatas 

memberikan layanan yang sama, melainkan juga memastikan setiap kelompok 

masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang 

mereka hadapi. 



14 
 

 

 

Adams (1965) menekankan pentingnya persepsi individu terhadap keadilan dalam 

hubungan sosial dan organisasi. Dalam konteks pelayanan publik, teori ini 

membantu memahami bagaimana individu menilai keadilan berdasarkan 

perbandingan antara input (usaha, kontribusi) dan output (hasil, layanan yang 

diterima). Ketika individu merasa bahwa rasio input dan output mereka tidak 

seimbang dibandingkan dengan orang lain, mereka mungkin merasa tidak adil, yang 

dapat mempengaruhi kepuasan dan partisipasi mereka dalam layanan publik. 

Kemudian Ronald Dworkin mengembangkan teori kesetaraan sumber daya yang 

menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada distribusi sumber daya yang 

setara, bukan hanya pada hasil akhir. Dalam pelayanan publik, ini berarti bahwa 

semua individu harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan 

peluang, terlepas dari kondisi awal mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya 

merancang kebijakan yang memperhitungkan perbedaan kebutuhan dan kapasitas 

individu untuk mencapai keadilan yang substantif (Davis, 2021). 

Teori social equity merupakan terobosan penting dalam ranah administrasi publik. 

Dalam bukunya yang berjudul Administrasi Negara Baru, Frederickson 

menegaskan bahwa equity atau keadilan sosial harus diposisikan sebagai pilar 

keempat dalam administrasi publik, sejajar dengan efisiensi, efektivitas, dan 

ekonomi. Gagasan utama dari teori ini adalah pelayanan publik tidak boleh netral 

terhadap perbedaan sosial, ekonomi, dan geografis yang ada di masyarakat. 

Sebaliknya, pelayanan publik harus responsif dan adaptif terhadap ketimpangan 

tersebut, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan agar tercipta 

keadilan substantif (Frederickson, 1984 dalam Pasolong, 2019). 

Frederickson memandang bahwa keadilan sosial dalam pelayanan publik tidak 

cukup hanya menjamin kesamaan hak secara formal, tetapi juga memerlukan 

intervensi aktif untuk memastikan bahwa setiap individu menerima layanan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisinya. Frederickson (1984) dalam Pasolong (2019) 

mengidentifikasi empat indikator utama dari social equity, yaitu: 

1. Keadilan prosedural, yaitu sejauh mana prosedur pelayanan dijalankan 

secara adil, terbuka, dan bebas dari diskriminasi terhadap warga masyarakat. 
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2. Akses yang setara, mencakup kemudahan dan keterjangkauan masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan publik, khususnya bagi kelompok rentan 

seperti lansia, perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. 

3. Kualitas layanan yang merata, mengacu pada kesetaraan dalam mutu 

pelayanan yang diterima oleh seluruh warga, tanpa memandang status 

sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya. 

4. Hasil yang adil (equitable outcomes), berfokus pada pemerataan manfaat 

dan dampak pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan 

berpedoman pada keempat indikator tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

menelaah secara mendalam bagaimana prinsip equity diimplementasikan 

oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara adil, responsif, dan inklusif. 

 

Teori social equity sangat relevan dalam konteks pelayanan publik di tingkat desa 

karena mampu menjawab tantangan ketimpangan sosial yang masih sering terjadi. 

Kelompok masyarakat seperti warga yang tinggal di wilayah terpencil, lanjut usia, 

perempuan kepala keluarga, serta penyandang disabilitas kerap mengalami 

hambatan struktural dalam mengakses layanan administrasi desa. Pendekatan yang 

dikemukakan oleh Frederickson menekankan pentingnya upaya pemerintah desa 

untuk tidak hanya menyediakan layanan bersifat umum, tetapi juga merancang 

strategi pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Strategi 

tersebut dapat diwujudkan melalui program proaktif, penyediaan informasi dalam 

format yang ramah disabilitas, serta pemberian subsidi biaya administrasi bagi 

warga miskin. Prinsip equity berfungsi sebagai pedoman normatif dan praktis bagi 

aparatur desa dalam menilai serta merancang layanan publik yang lebih inklusif dan 

berkeadilan. Pemanfaatan teori ini memberikan landasan konseptual yang kuat 

untuk memahami makna keadilan dalam pelayanan publik, sekaligus menyediakan 

kerangka operasional yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan 

tindakan pemerintah desa dalam mewujudkan pelayanan yang berpihak kepada 

seluruh lapisan masyarakat. 

Konsep equity dalam pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan 

akses atau perlakuan yang sama, melainkan juga menekankan pentingnya 
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penyesuaian kebijakan serta praktik pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan, 

kemampuan, dan kondisi masyarakat yang beragam. Pendekatan tersebut menjadi 

sangat penting pada konteks pelayanan publik di tingkat desa, sebab ketimpangan 

sosial dan keterbatasan sumber daya sering kali memunculkan kesenjangan dalam 

kualitas layanan yang diterima masyarakat. Dengan demikian, equity dimaknai 

sebagai prinsip keadilan yang berupaya memberikan perlakuan berbeda sesuai 

kebutuhan, sehingga tercapai pemerataan manfaat pelayanan. George Frederickson 

memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami prinsip keadilan dalam 

administrasi publik. Gagasan tersebut menempatkan equity sebagai pilar utama 

administrasi publik modern, yang menuntut perlakuan adil berdasarkan konteks 

sosial dan kebutuhan individu, bukan sekadar mengedepankan kesamaan formal. 

Teori ini relevan digunakan dalam mengkaji implementasi prinsip equity pada 

pelayanan publik di desa, terutama karena lingkungan desa memiliki kompleksitas 

sosial yang khas. Dengan kerangka teori Frederickson, analisis terhadap praktik 

pelayanan publik dapat lebih terarah pada upaya menciptakan keadilan substantif 

(Frederickson, 1984 dalam Pasolong, 2019). 

Penerapan prinsip equity secara nyata di tingkat desa menuntut adanya mekanisme 

pengaduan masyarakat yang transparan, partisipatif, dan mudah diakses oleh 

seluruh warga. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai saluran aspiratif yang 

memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, kritik, maupun saran terkait 

kualitas pelayanan. Keberadaan saluran komunikasi yang terbuka menjadikan 

pemerintah desa lebih responsif dalam menindaklanjuti permasalahan serta 

melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap layanan yang belum optimal. 

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program 

pembangunan desa juga menjadi aspek krusial yang memastikan pelayanan publik 

sesuai dengan kebutuhan riil serta memperkuat akuntabilitas dan keadilan sosial. 

 

2.4 Kerangka Berpikir Penelitian 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan jalan 

pemikiran terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan 

teori social equity milik (Frederickson, 1984 dalam Pasolong, 2019). 
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Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

 

 

 

Implementasi Prinsip Equity Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Administratif Di Desa Braja Asri (Studi Perda Kabupaten 

Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik) 

 

 

Penerapan Pelayanan Administratif yang belum optimal di 

Desa Braja Asri Kabupaten Lampung Timur 

 

 

 

Frederickson (1984) dalam Pasolong (2019) menyatakan 

terdapat 4 indikator utama dalam meningkatkan pelayanan 

administratif pada masyarakat berdasarkan social equity yaitu: 

1. Keadilan prosedural 

2. Akses yang setara 

3. Kualitas layanan yang merata 

4. Hasil yang adil (equitable outcomes) 

 

 

 

Penerapan pelayanan administratif yang optimal dan 

berkeadilan, inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat, 

termasuk kelompok rentan. 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 

Sumber:Diolah oleh Peneliti (2025) 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Metode penelitian menurut Sugiyono (2019) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut 

Anggito dan Setiawan (2018) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada 

suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dengan metode penelitian kualitatif, 

peneliti dapat mengeksplorasi lebih dalam fenomena sosial yang melibatkan 

perilaku,kejadian, lokasi, dan waktu tertentu. 

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai penelitian kualitatif deskriptif di atas, 

penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai realita sosial yang 

kompleks dalam melihat implementasi pelayanan administratif di desa. Pendekatan 

ini memanfaatkan informasi yang diperoleh melalui hasil dari wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Melalui penggunaan metode penelitian kualitatif 

dengan tipe studi kasus, peneliti bermaksud untuk menjelaskan tentang 

Implementasi Prinsip Equity dalam Meningkatkan Pelayanan Administratif di Desa 

Braja Asri (Studi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015). 

3.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada implementasi prinsip equity dalam penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan di Desa Braja Asri, Kabupaten Lampung 

Timur. Prinsip equity dalam administrasi publik menekankan pentingnya keadilan 

sosial yang tidak hanya berorientasi pada kesamaan perlakuan, tetapi juga 

mempertimbangkan perbedaan kondisi, kebutuhan, dan keterbatasan yang dimiliki 

oleh setiap warga. Fokus penelitian ini merujuk pada teori social equity yang 

dikemukakan oleh Frederickson (1984) dalam Pasolong (2019), yang 

mengidentifikasi empat dimensi utama sebagai indikator implementasi prinsip 

equity dalam pelayanan publik. Keempat dimensi berikut digunakan untuk 
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menganalisis secara mendalam praktik pelayanan administrasi kependudukan di 

Desa Braja Asri, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara regulasi, 

pelaksanaan di lapangan, serta pengalaman masyarakat sebagai penerima layanan. 

1. Keadilan prosedural 

Keadilan prosedural merujuk pada sejauh mana proses pelayanan administrasi 

kependudukan dijalankan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. 

Berdasarkan temuan penelitian, fokus utama pada indikator ini terletak pada 

konsistensi penerapan prosedur, potensi perlakuan berbeda terhadap warga tertentu, 

serta efektivitas pengawasan dalam memastikan prosedur dijalankan secara adil. 

2. Akses yang setara 

Akses yang setara merujuk pada kemampuan seluruh warga Desa Braja Asri untuk 

memperoleh pelayanan administrasi kependudukan tanpa hambatan fisik, sosial, 

ekonomi, maupun informasi. Berdasarkan temuan penelitian, fokus utama pada 

indikator ini terletak pada kemudahan menjangkau kantor desa, pemerataan 

informasi pelayanan, ketersediaan mekanisme pelayanan bagi kelompok rentan, 

serta konsistensi jam pelayanan yang memengaruhi kesetaraan akses masyarakat. 

3. Kualitas layanan yang merata 

Kualitas layanan yang merata mengacu pada kesamaan mutu pelayanan yang 

diterima masyarakat, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, keterbukaan informasi, 

maupun sikap aparatur desa. Berdasarkan temuan penelitian, fokus utama pada 

indikator ini terletak pada konsistensi kualitas layanan antarwarga, kedisiplinan 

aparatur dalam memberikan pelayanan, serta efektivitas evaluasi dan pengawasan 

internal dalam menjaga standar pelayanan. 

4. Hasil yang adil (equitable outcomes) 

Hasil yang adil merujuk pada sejauh mana hasil pelayanan administrasi 

kependudukan diterima secara setara oleh seluruh masyarakat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian, fokus utama pada indikator 

ini terletak pada kepastian waktu penyelesaian dokumen, konsistensi hasil 

pelayanan yang diterima warga, serta adanya perbedaan pengalaman pelayanan 

yang dipengaruhi oleh kedekatan personal dan ketidakkonsistenan aparatur. 

Penelitian ini dibatasi pada penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan 

oleh Pemerintah Desa Braja Asri, Kabupaten Lampung Timur. Kajian difokuskan 
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pada praktik pelayanan publik yang berkaitan dengan penerapan prinsip equity 

menurut teori Frederickson, meliputi keadilan prosedural, akses yang setara, 

kualitas layanan yang merata, dan hasil pelayanan yang adil. Penelitian 

dilaksanakan pada periode 2024–2025 dengan unit analisis aparatur desa sebagai 

penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Pembatasan ini 

ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian dan memungkinkan analisis yang lebih 

mendalam terhadap kesesuaian antara prosedur pelayanan dan pengalaman 

masyarakat. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, 

Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil penelitian 

yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip equity pada 

pelayanan administrasi kependudukan. Kesenjangan tersebut terlihat dari belum 

konsistennya pelaksanaan prosedur pelayanan, perbedaan akses dan kualitas 

layanan yang dirasakan masyarakat, serta ketidakseragaman hasil pelayanan 

antarwarga. Perbedaan pengalaman pelayanan, terutama antara warga yang 

memiliki kedekatan sosial dengan aparatur desa dan warga lainnya, menunjukkan 

bahwa prinsip keadilan prosedural, akses yang setara, kualitas layanan yang merata, 

dan hasil yang adil belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, Desa Braja Asri 

menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji secara empiris implementasi prinsip 

equity dalam pelayanan publik di tingkat desa. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Sumber penelitian atau yang sering disebut sebagai sumber data adalah tempat atau 

subjek di mana seorang peneliti mendapatkan informasi. Sumber ini bisa berupa 

benda, dokumen, atau individu yang diamati, dibaca, atau diwawancarai untuk 

mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian. Informasi yang diperoleh dari 

sumber tersebut kemudian disebut sebagai data (Rahmadi, 2011). Pada penelitian 

ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. 

Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi 

yang  berkaitan  dengan  implementasi  prinsip  equity  dalam  pelayanan 
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administrasi kependudukan di Desa Braja Asri. Wawancara dilakukan secara 

langsung dengan narasumber yang terlibat dalam proses pelayanan, sedangkan 

observasi dilakukan untuk mengamati praktik pelayanan yang berlangsung. 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data primer meliputi alat 

perekam suara dan catatan penelitian. 

2) Data sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber tertulis. 

Data ini meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, buku, 

jurnal ilmiah, artikel, situs resmi pemerintah, serta dokumen lain yang relevan 

dan mendukung analisis penelitian terkait implementasi prinsip equity dalam 

pelayanan publik. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2015) menekankan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

memperoleh data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, peneliti 

tidak akan dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan harapan, 

peneliti menggunakan: 

 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta untuk 

menggali informasi langsung dari responden. Teknik ini dilakukan melalui tatap 

muka antara peneliti dan narasumber dengan tanya jawab secara langsung. 

Meskipun wawancara dapat dilakukan melalui media tertentu, seperti telepon, 

penelitian ini menggunakan wawancara langsung agar peneliti memperoleh data 

yang lebih komprehensif dan kontekstual. Berdasarkan bentuknya, wawancara 

dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Penelitian ini 

menggunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman 

pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian. 
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Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman 

mendalam mengenai implementasi prinsip equity dalam meningkatkan pelayanan 

administrasi kependudukan di Desa Braja Asri sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2015. Informan penelitian 

dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

penyelenggaraan pelayanan administrasi serta masyarakat sebagai penerima 

layanan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: 

 

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 
 

No. Institusi/ Jabatan Informasi yang didapat 
 

1. Sekretaris Desa - Agus Tri 
Bapak Widodo 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kepala Kasi Pemerintahan – 

Bapak Anton Sujarwo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kepala Kasi Pemberdayaan – 

Bapak Iwan Efendi 

1. Kebijakan desa dalam mengimplementasikan 
Perda Kabupaten Lampung Timur No. 03 Tahun 

2015 terkait pelayanan administratif. 

2. Strategi kepala desa dalam menjamin prinsip 

keadilan (equity) dalam pelayanan. 

3. Upaya desa dalam menyediakan akses layanan 

yang setara bagi seluruh warga. 

4. Mekanisme pengawasan dan evaluasi pelayanan 

administrasi kependudukan. 

1. Proses teknis pelayanan administrasi 

kependudukan sehari-hari. 

2. Mekanisme penerapan prosedur yang adil bagi 

semua masyarakat. 

3. Keterbukaan informasi mengenai syarat, biaya, 

dan waktu penyelesaian dokumen. 

4. Inovasi layanan seperti pelayanan 

proaktif/keliling untuk menjangkau masyarakat 

di wilayah sulit. 

5. Kendala yang sering dihadapi dalam 

memberikan pelayanan dan cara mengatasinya. 

1. Proses teknis pelayanan administrasi 

kependudukan sehari-hari. 

2. Mekanisme penerapan prosedur yang adil bagi 

semua masyarakat. 

3. Keterbukaan informasi mengenai syarat, biaya, 

dan waktu penyelesaian dokumen. 

4. Inovasi layanan seperti pelayanan 

proaktif/keliling untuk menjangkau masyarakat 

di wilayah sulit. 

5. Kendala yang sering dihadapi dalam 

memberikan pelayanan dan cara mengatasinya. 
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4. Kepala Badan 

Permusyawaratan Desa 

(BPD) – Bapak Supardi 

 

 

 

 

 

5. Masyarakat 

1. Bapak Siswadi 

2. Ibu Nurkhasanah 

3. Bapak Budi Santoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025) 

1. Fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan 

pelayanan administratif desa. 

2. Penilaian BPD mengenai keterbukaan alur 

layanan dan kepastian waktu. 

3. Masukan dari BPD terkait kendala pelayanan 

dan solusi perbaikan. 

4. Partisipasi Masyarakat dalam menyampaikan 

aspirasi melalui BPD terkait layanan. 

1. Pengalaman masyarakat dalam mengakses 

pelayanan administrasi kependudukan. 

2. Penilaian masyarakat terhadap keadilan prosedur 

pelayanan. 

3. Kemudahan akses layanan, termasuk bagi 

masyarakat di wilayah terpencil atau kelompok 

rentan. 

4. Keterbukaan informasi yang diterima 

masyarakat terkait alur, biaya, dan waktu 

layanan. 

5. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil 

layanan (misalnya ketepatan dokumen, 

kecepatan waktu). 

 

2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik 

pelayanan administrasi kependudukan di Desa Braja Asri. Melalui observasi, 

peneliti mengamati secara langsung sikap, perilaku, tindakan, serta pola interaksi 

antara aparatur desa dan masyarakat selama proses pelayanan berlangsung. Hasil 

observasi menunjukkan bagaimana prinsip equity diterapkan dalam praktik 

pelayanan, khususnya terkait kemudahan akses masyarakat, konsistensi prosedur, 

serta pemerataan kualitas layanan. Selain itu, observasi juga digunakan untuk 

mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam penerapan prinsip equity, 

seperti keterlambatan pelayanan, perbedaan perlakuan terhadap warga, dan 

keterbatasan sarana pendukung. 
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Tabel 3. Tabel Observasi Pelayanan Administrasi di Desa Braja Asri 

 

No Aspek yang 

Diobservasi 

Waktu 

Observasi 

Lokasi 

Observasi 

Tujuan / 

Alasan 

Observasi 

Informasi yang Diperoleh 

1 Prosedur dan 27–30 Kantor Untuk Pelayanan administrasi 
 alur Agustus Desa mengetahui dilakukan melalui tahapan 
 pelayanan 2025 Braja Asri apakah berjenjang mulai dari RT, 
 administrasi   pelayanan kemudian kepala dusun, dan 
 desa   administrasi dilanjutkan ke kantor desa 

    dilaksanakan 
sesuai prosedur 

untuk diproses oleh aparatur 
yang berwenang. Prosedur 

    yang berlaku tersebut berlaku bagi seluruh 
     masyarakat yang mengurus 
     administrasi. 

2 Kedisiplinan 27–30 Kantor Untuk Pada beberapa waktu 
 aparatur desa Agustus Desa mengetahui pelayanan tidak semua 
 dalam 2025 Braja Asri konsistensi aparatur  desa  hadir  tepat 
 memberikan   aparatur desa waktu sehingga masyarakat 
 pelayanan   dalam harus menunggu lebih lama 
    melaksanakan untuk memperoleh 
    pelayanan pelayanan administrasi. 
    kepada  

    masyarakat  

3 Penyampaian 
informasi 

27–30 
Agustus 

Kantor 
Desa 

Untuk 
mengetahui 

Informasi mengenai 
pelayanan administrasi 

 pelayanan 2025 Braja Asri bagaimana disampaikan melalui papan 
 kepada   pemerintah pengumuman di kantor desa 
 masyarakat   desa dan melalui grup WhatsApp 
    menyampaikan RT atau dusun. 
    informasi  

    terkait prosedur  

    pelayanan  

 

Sumber : Data diolah peneliti, 2025 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara 

dan observasi. Data dokumentasi diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Braja Asri, khususnya 

pelayanan administrasi kependudukan. Dokumen tersebut meliputi peraturan 

perundang-undangan, peraturan daerah, standar operasional prosedur pelayanan, 

arsip pelayanan, serta dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi juga mencakup 

foto kegiatan pelayanan dan catatan administratif yang relevan, yang digunakan 

sebagai bukti empiris dan bahan pendukung dalam analisis penelitian. 
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Tabel 4. Daftar Dokumen 

 

No. Dokumen Data yang Didapat 
 

1 Profil Desa Braja Asri Kabupaten 

Lampung Timur 

2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik 

3 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Timur Nomor 03 Tahun 2015 tentang 

Penyelanggaraan Pelayanan Publik 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025) 

Gambaran Desa Braja Asri Kabupaten 

Lampung Timur 

Tentang kewajiban setiap instansi 

menyediakan mekanisme pengaduan publik 

yang transparan dan akuntabel 

Tentang kewajiban tertib administrasi, 
memberikan kepastian hukum, serta 

meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses 

pengumpulan data hingga seluruh data penelitian terkumpul. Tujuan analisis ini 

adalah untuk menggambarkan secara mendalam penerapan prinsip equity dalam 

pelayanan administrasi kependudukan di Desa Braja Asri serta mengidentifikasi 

berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan pelayanan yang adil dan setara. 

Proses analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang dijelaskan oleh 

Sugiyono (2015), yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Model ini digunakan untuk mengolah data hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi secara sistematis sehingga menghasilkan temuan 

penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

a. Kondensasi Data 

Kondensasi data dilakukan melalui proses pemilahan, pemfokusan, 

penyederhanaan, dan pengabstraksian data yang diperoleh dari transkrip 

wawancara, catatan observasi, serta dokumen pendukung. Pada tahap ini, data 

yang relevan dengan fokus penelitian dipilih dan dikelompokkan sesuai 

indikator prinsip equity, yaitu keadilan prosedural, akses yang setara, kualitas 

layanan yang merata, dan hasil yang adil. 

b. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil kondensasi data ke dalam 

bentuk yang mudah dipahami. Data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang 

dilengkapi dengan tabel, gambar, dan foto pendukung. Penyajian data ini 
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bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai 

temuan penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami pola, 

hubungan, dan makna yang terkandung dalam data terkait penerapan prinsip 

equity di Desa Braja Asri. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah 

disajikan. Kesimpulan awal dikaji dan diperdalam secara berkelanjutan hingga 

seluruh data penelitian terverifikasi dan menunjukkan pola yang konsisten. 

Pada tahap akhir, kesimpulan ditetapkan setelah seluruh proses analisis selesai, 

sehingga mampu menjawab fokus penelitian dan menggambarkan secara utuh 

implementasi prinsip equity dalam pelayanan administrasi kependudukan di 

Desa Braja Asri. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif karena 

menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Nasution (2003) 

menegaskan bahwa validitas data menjadi unsur utama dalam penelitian, sebab data 

yang dianalisis harus mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya di lapangan. 

Oleh karena itu, data yang diperoleh dalam penelitian ini diuji keabsahannya agar 

hasil penelitian benar-benar sesuai dengan realitas implementasi prinsip equity 

dalam pelayanan administrasi kependudukan di Desa Braja Asri. Penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik pengujian keabsahan data sebagaimana 

dikemukakan oleh Sugiyono (2013), yaitu credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability. 

1. Credibility yaitu berfungsi untuk melaksanakan inkuri sehingga tingkat 

kepercayaan penemuan dapat dicapai, dapat menunjukan derajat kepercayaan hasil- 

hasil dari penemuan dengan cara melakukan pembuktian terhadapat kenyataan yang 

diteliti. Kegiatan yang dilakukan peneliti agar hasil dari penelitiannya dapat 

dipercaya adalah dengan cara triangulasi. Triangulasi sendiri yaitu pengecekan data 

dari berbagai sumber, cara, dan waktu. 

a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh 

melalui beberapa sumber. dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 
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dengan beberapa narasumber yang berkedudukan atau memiliki posisi yang 

berbeda sehingga informasi yang didapat bisa di bandingkan. 

b. Triangulasi Teknik yaitu dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalkan data yang 

diperolah dengan wawancara lalui di cek dengan observasi, dokumentasi. 

c. Triangulasi Waktu yaitu data dikumpulkan dengan wawancara atau 

observasi atau teknik dalam waktu dan situasi yang berbeda. 

2. Transferability dilakukan dengan menyajikan hasil penelitian secara rinci dan 

kontekstual. Uraian hasil penelitian disusun secara jelas dan sistematis sehingga 

pembaca dapat memahami kondisi lokasi penelitian dan menilai kemungkinan 

penerapan temuan penelitian pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. 

3. Dependability dilakukan melalui penelusuran dan pemeriksaan terhadap 

keseluruhan proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga 

analisis data. Proses penelitian yang terdokumentasi dengan baik menunjukkan 

bahwa temuan penelitian dihasilkan melalui tahapan yang sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Confirmability berkaitan dengan objektivitas hasil penelitian. Pengujian ini 

dilakukan dengan memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada data yang 

diperoleh di lapangan, bukan pada asumsi peneliti. Proses pengujian confirmability 

dilakukan bersamaan dengan dependability dengan menelusuri keterkaitan antara 

data, proses penelitian, dan hasil yang dihasilkan, sehingga kesimpulan penelitian 

benar-benar merupakan refleksi dari temuan empiris. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya mengenai Implementasi Prinsip Equity dalam Meningkatkan 

Pelayanan Administratif di Desa Braja Asri, maka ditarik kesimpulan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Implementasi prinsip equity dalam pelayanan administratif di Desa Braja Asri 

belum berjalan secara optimal apabila ditinjau berdasarkan teori social equity 

menurut Frederickson (1984) dalam Pasolong (2019). Dari empat indikator 

utama yang meliputi keadilan prosedural, akses yang setara, kualitas layanan 

yang merata, dan hasil yang adil (equitable outcomes), belum terpenuhi dalam 

praktik pelayanan. Aspek keadilan prosedural belum konsisten diterapkan, 

aspek akses yang setara masih menghadapi kendala pemerataan, aspek kualitas 

layanan yang merata belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat, 

serta aspek hasil yang adil (equitable outcomes) masih menunjukkan perbedaan 

pengalaman pelayanan antarwarga. 

2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi prinsip equity di Desa Braja 

Asri meliputi rendahnya kedisiplinan aparatur, praktik diskriminasi, lemahnya 

pengawasan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Faktor-faktor 

tersebut berdampak pada ketidakterwujudan pelayanan yang adil, setara, dan 

merata. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penliti bermaksud memberikan 

beberapa saran agar Pemerintah Desa Braja Asri dapat meningkatkan implementasi 

prinsip equity terkhusus dalam pelayanan administratif yaitu sebagai berikut: 
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1. Pemerintah Desa Braja Asri perlu meningkatkan kedisiplinan dan 

profesionalisme aparatur desa melalui penegakan standar kerja yang jelas dan 

penerapan sistem reward and punishment agar pelayanan administratif berjalan 

sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

2. Pemerintah Desa Braja Asri perlu mengembangkan mekanisme pengawasan 

pelayanan yang lebih efektif dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) dan masyarakat sehingga mencegah praktik diskriminatif dan 

meningkatkan akuntabilitas aparatur. 

3. Pemerintah Desa Braja Asri perlu memperluas akses pelayanan bagi kelompok 

rentan melalui penyelenggaraan program jemput bola yang terstruktur agar 

seluruh warga memperoleh akses pelayanan administratif yang setara. 

4. Pemerintah Desa Braja Asri perlu memperkuat pemanfaatan teknologi 

informasi sebagai sarana pelayanan publik supaya memperluas jangkauan 

informasi dan mempercepat proses pelayanan. 

5. Pemerintah Desa Braja Asri perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan 

prasarana pendukung pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan administratif. 

6. Pemerintah Desa Braja Asri perlu melakukan evaluasi pelayanan secara berkala 

melalui survei kepuasan masyarakat sehingga pemerintah desa dapat 

merumuskan langkah perbaikan pelayanan yang lebih relevan. 
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